BABV
KESIMPULAN DAN SARAN
A.Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bisa
disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi adat dengan memberi denda, pengucilan,
atau bentuk hukuman lain yang sesuai dengan tradisi dan
kepercayaan masyarakat. Pertama pelaku zina diluar nikah
akan dilaksanakan yang namanya cuci kampung. Pelanggar
adat diwajibkan menanggung biaya pelaksanaan ritual,
seperti penyediaan hewan kurban, makanan adat, atau
perlengkapan upacara lainnya.

2. Pelaksanaan hukum siyasah syari'ah terhadap sanksi adat
bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Nanti Agung
Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang menunjukkan
adanya upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum
adat setempat. Pelaksanaan hukum siyasah syari’ah terhadap
sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Nanti
Agung menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum Islam
dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat
peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah
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Pemerintah Desa Nanti Agung bersama lembaga adat Suku
Serawai diharapkan dapat terus mempertahankan eksistensi
hukum adat sebagai sarana penyelesaian perkara sosial,
khususnya kasus hamil di luar nikah. Namun demikian,
pelaksanaan sanksi adat hendaknya dilakukan secara lebih
terstruktur, transparan, dan mempertimbangkan prinsip
keadilan, kemanusiaan, serta kemaslahatan sebagaimana
nilai-nilai dalam siyasah syar’iyyah. Sinkronisasi antara
hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional juga perlu
diperkuat agar tidak menimbulkan konflik norma di tengah
masyarakat.

. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran
hukum dan moral dengan menjadikan hukum adat dan nilai-
nilai syariat Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sosial.
Kepatuhan terhadap norma adat dan agama perlu dipahami
bukan semata-mata karena adanya sanksi, tetapi sebagai
bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kehormatan,
ketertiban, dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan baik dari segi
ruang lingkup maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu,
peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih luas
penerapan sanksi adat terhadap kasus serupa di daerah lain

atau membandingkannya dengan suku adat yang berbeda.
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Selain itu, penelitian lanjutan dapat memperdalam aspek
perlindungan hak perempuan dan anak serta relevansi
hukum adat dengan perkembangan hukum nasional dan hak

asasi manusia.
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